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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip good governance dalam 

pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka 

Raya. Pelayanan publik yang berkualitas memiliki peranan penting dalam 

memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pengurusan 

dokumen administrasi kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis prinsip-prinsip good 

governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, 

efektivitas, efisiensi, keadilan, orientasi konsensus, dan visi strategis dalam 

pelayanan publik, serta mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah pendekatan kualitatif 

dengan metode deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara 

mendalam dengan informan yang terdiri dari kepala dinas, sekretaris dinas,staf, 

serta masyarakat pengguna layanan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan 

dari dokumen dan arsip resmi dinas terkait. Proses analisis data dilakukan dengan 

mengacu pada kerangka prinsip good governance menurut United Nations 

Development Programme (UNDP). Dengan data yang diperoleh melalui studi 

lapangan dan wawancara dengan pegawai maupun masyarakat.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya secara umum 

telah berjalan dengan cukup baik, terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, 

dan responsivitas. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, 

diantaranya rendahnya tingkat pemahaman serta kemampuan masyarakat dalam 

memanfaatkan layanan berbasis digital, serta keterbatasan sarana dan prasarana 

pendukung. Kondisi ini berdampak pada efektivitas, efisiensi, dan tingkat 

partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

peningkatan literasi digital masyarakat serta pengembangan infrastruktur 

pelayanan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang 

optimal, lebih efektif, efisien, dan akuntabel. 

Kata kunci: pelayanan publik, good governance, administrasi kependudukan, 

literasi digital, kualitas pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil. 
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ABSTRACT 

This study examines the application of good governance principles in 

public services at the Population and Civil Registration Office of Palangka Raya 

City. High-quality public services play a crucial role in fulfilling the rights and 

needs of the community, particularly in the processing of civil registration 

documents such as ID cards, family cards, and birth certificates. This study aims 

to identify and analyze the principles of good governance—including 

transparency, accountability, participation, responsiveness, effectiveness, 

efficiency, fairness, consensus orientation, and strategic vision—in public 

services, as well as to identify various obstacles in their implementation. 

The method used in this study is a qualitative approach employing a 

descriptive methodology. Primary data was collected through in-depth interviews 

with informants, including the head of the agency, the agency secretary, staff, and 

service users. Meanwhile, secondary data was collected from official documents 

and archives of the relevant agency. Data analysis was conducted by referring to 

the framework of good governance principles according to the United Nations 

Development Programme (UNDP), using data obtained through field studies and 

interviews with employees and the public.  

Research findings indicate that the implementation of good governance 

principles at the Population and Civil Registration Office of Palangka Raya City 

has generally been quite successful, particularly in terms of transparency, 

accountability, and responsiveness. However, several challenges remain, 

including the public’s limited understanding and ability to utilize digital services, 

as well as insufficient supporting infrastructure and facilities. These conditions 

impact the effectiveness, efficiency, and level of public participation in public 

services. Therefore, efforts to improve public digital literacy and develop service 

infrastructure are needed as strategic steps to achieve optimal, more effective, 

efficient, and accountable public services. 

Keywords: public services, good governance, population administration, 

digital literacy, service quality, Population and Civil Registration Office. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Pelayanan publik dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta hak pelayanan setiap warga 

negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui penyelenggaraan 

pelayanan ini, masyarakat dapat mengakses berbagai hak yang bersifat 

administratif maupun sosial, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga 

bantuan sosial. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik memiliki peran yang 

sangat penting. Pelayanan yang diberikan secara cepat, jelas, dan berkeadilan akan 

mendorong  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, pelayanan 

yang belum berjalan secara optimal dan transparan dapat mempengaruhi tingkat 

kepuasan masyarakat.  

Oleh karena itu, di era reformasi sekarang ini untuk mewujudkan good 

governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu hal yang 

tidak dapat dihindari lagi keberadaannya dan mutlak harus terpenuhi. Dalam 

upaya mewujudkan pelayanan publik yang ideal, good governance menekankan 

pentingnya penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi masyarakat, efektivitas dan efisiensi, penegakan hukum, keadilan, dan 

responsivitas. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya memperkuat legitimasi 

pemerintah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi 

publik. Dengan adanya good governance, penyelenggaraan pelayanan diharapkan 
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